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BAB I  

PENDAHULUAN  

A.   Latar Belakang  

SDGs (Suistanable Development Goals) Sebuah program pembangunan 

berkelanjutan dimana didalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dengan 

tenggat waktu yang ditentukan. SDGs adalah agenda pembangunan dunia yang bertujuan 

untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi. SDGs ini diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 

2015 menggantikan program sebelumnya yaitu MDGs (Millennium Development Goals) 

sebagai tujuan pembangunan bersama sampai tahun 2030 yang disepakati oleh banyak 

negara dalam forum resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).  

SDGs Terdapat 17 Tujuan dan point ke-9 saling terkait dengan Peraturan Pemerintah  

Nomor 24 Tahun 2018Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik dalam menyederhanakan proses perizinan berusaha. Tujuan SDGs point ke-9 

adalah tentang Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan 

Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi.  

Investasi berkelanjutan dalam infrastruktur dan inovasi adalah penggerak penting 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Kemajuan teknologi adalah kunci untuk 

menemukan sosial jangka panjang bagi tantangan ekonomi dan lingkungan, seperti 

menyediakan lapangan pekerjaan baru dan mendorong efisiensi energi. Industri 

berkelanjutan serta berinvestasi dalam penelitian ilmiah dan inovasi adalah cara-cara penting 

untuk memfasilitasi pembangunan berkelanjutan. Digital sangat penting untuk memastikan 

kesetaraan akses pada informasi dan pengetahuan untuk mendorong inovasi dan  

kewirausahaan.  

Dalam sistem birokrasi di suatu negara yang menjadi bagian penting yakni pelayanan publik 

(publicservice). Berdasarkan penjelasan dari Sinambela, mengartikan pelayanan publik 
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mengartikan pelayanan publik sebagai suatu pemberian yang sifatnya melayani keperluan 

seseorang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan terhadap suatu organisasi 

sebagaimana aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pentingnya pelayanan publik 

sebab berhubungan secara langsung dengan masyarakat umum dan merupakan landasan 

utama dalam sistem berbirokrasi. Oleh karena itu, Pemerintahan Joko Widodo menjadikan 

peningkatan pelayanan publik sebagai salah satu prioritas utamanya.  

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, 

pelayanan publik di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Tentu saja, ada 

berbagai alasan mengapa pelayanan publik di Indonesia jauh dari harapan. Di antara kendala 

yang menghalangi pelayanan publik Indonesia untuk dimanfaatkan sepenuhnya termasuk 

kinerja staf yang rendah, layanan manual, dan aturan yang rumit.  Agar persoalan tersebut 

dapat diselesaikan, pemerintah membutuhkan kemampuan kreatifitas yang tinggi dan 

terobosan- terobosan yang inovatif.  

Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah/Pemerintah Daerah (Pemda) 

untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh 

aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum 

atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Sebagaiinstrumen pengendalian perizinan 

memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai 

sebuah acuan. Tanpa rasionalitas dan desain kebijakan yang jelas, perizinan akan kehilangan 

maknanya sebagai instrumen untuk membela kepentingan usaha atau tindakan yang 

berdasarkan atas tindakan individu.  

Perizinan yang di berikan oleh pemerintah termasuk dalam pelayanan publik. 

Pelayanan publik di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan baik, seperti yang tertera 

pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik   Tentunya banyak
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faktor yang menyebabkan public service di Indonesia belummaksimal. Pelayanan yang 

masih berbasis manual, rendahnya kinerja pegawai, aturan yang berbelit merupakan 

beberapa contoh faktor yang menyebabkan pelayanan publik di Indonesia belum maksimal. 

Maka dari itu, dibutuhkan inovasi dan terobosan nyata oleh pemerintah, agar permasalahan 

tersebut dapat diatasi. Salahsatu contohnya adalah perizinan berusaha.  

Karena pelayanannya masih manual dan banyak berkas yang harus disiapkan untuk 

proses permohonan perizinan sehingga proses birokrasi yang dilalui panjang dan rumit demi 

mendapatkan izin usaha. Serta pelaku usaha juga patut mengeluarkan tarif selama proses 

pengajuan perizinan untuk menyiapkan berkas dan juga ongkos transportasi. Layanan yang 

masih berbasis manual dianggap tidak efektif dan kurang efisien karena rentan terhadap 

pungutan liar diluar prosedur yang ditetapkan. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini 

pemerintah merancang dan mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.  

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission 

(OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submisssion 

(OSS) untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota 

kepada pelaku usaha atau masyarakat yang akan melakukan izin usaha resiko tinggi maupun 

resiko rendah melalui sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi secara Elektronik. (PP No. 24/2018).  

Dengan diterbitkannya PP No. 24/2018, seluruh peraturan perundang-undangan yang 

secara hierarkis lebih rendah dari pada Peraturan Pemerintah seperti : Peraturan Presiden, 

Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah harus 

mengikuti dan melakukan penyesuaian dengan sistem OSS. Sistem OSS bertujuan untuk 

percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha serta mempermudah Pelaku 



  
4  

 
 

Usaha, baik perorangan maupun non perorangan. Untuk mempermudah pendaftaran atau 

pengurusan perizinan kegiatan usaha seperti misalnya Izin Lingkungan, Izin Mendirikan 

Bangunan, dan lain sebagainya.  

Sistem Pelayanan Publik yang diterapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu salah satunya adalah Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menjadi dasar kebijakan adanya Online 

Single Submission (OSS).  

Online Single Submission (OSS) diluncurkan pada 8 Juli 2018 dalam rangka 

menyederhanakan proses perizinan berusaha. Online Single Submission (OSS) adalah sistem 

perizinan  yang memiliki  perizinan 53 berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan 

seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia  

untuk kepentingan dalam negri.  

Penerapan OSS di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Ogan Ilir sudah berjalan selayaknya peraturan yang berlaku.Semua yang 

berkaitan dengan perizinan berusaha dilakukan secara online dengan menggunakan OSS. 

Pelayanan OSS yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Ogan Ilir terlihat cukup memadai, karena khusus untuk pelayanan OSS 

disediakan 1 orang operator OSS yang dengan siap membantu masyarakat yang memiliki 

kendala dalam pembuatan izin usaha melalui OSS, Selain itu Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan dengan Menyediakan brosur dengan informasi yang lengkap, 1 unit komputer 

khusus OSS, dan jaringan Wi-Fi untuk semua pemohon yang akan mengajukan izin.  

Perizinan berusaha memiliki sektor yang terintegrasi melalui sistem Online Single 

Submission (OSS) Setiap sektor merupakan prioritas percepatan perizinan oleh pemerintah 

sehingga diharapkan investasi dan penenaman modal dapat dimaksimalkan. Sektor usaha 
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mikro, kecil, menengah merupakan salah satu fokus pemerintah dalam percepatan perizinan 

untuk meningkatkan nilai investasi dan penanaman modal.  

Sumatera Selatan hingga kini belum memiliki data yang valid terkait jumlah pelaku 

usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kepala dinas Koperasi dan UMKM 

Sumatera Selatan terus melakukan pendataan yang dilakukan di delapan daerah dengan 

harapan proses pelatihan dan pengembangan UMKM bisa lebih terarah. Data Dari kabupaten 

dan kota menunjukkan jumlah UMKM di sumsel 2,2 juta. 

 Jumlah Usaha mikro, kecil, dan menengah Kabupaten Ogan ilir berkembang pesat 

secara kuantitas, bergerak dari 17,441 di tahun 2015 menjadi 18,577 di tahun 2019. 

Sementara itu, jumlah usaha kecil juga terus mengalami peningkatan dari 2.046 di tahun 

2015 menjadi 2,342 di tahun 2019. jumlah usaha menengah terdapat 84 usaha menjadi 88 

usaha menengah.(Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Ogan Ilir). 

Badan Usaha yang terdapat di Kabupaten Ogan Ilir berjumlah 212 jumlah badan usaha. yang 

terdiri dari 33 perseroan terbatas (PT),  3 Koperasi , 44 Perusahaan Comanditer (CV), 134 

Perusahaan Perorangan ( PO). (Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Ilir). 

Data yang mengajukan perizinan berusaha secara terintegritas yaitu Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) Setelah diterbitkannya Online Single Submiison (OSS) 

Terlihat total keseluruhan jumlah izin usaha hingga tahun 2021 sebanyak 1.109 izin. pada 

tahun 2020 jumlah izin usaha meningkat menjadi 470 izin dan semakin meningkat lagi pada 

tahun 2021 yaitu sebanyak 572 izin usaha yang telah diterbitkan. hal ini dapat terlihat ketika 

sistem perizinan sebelum menggunakan OSS dan setelah diterbitkannya OSS..  

Dari data Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang 

dapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinu Kabupaten Ogan Ilir 

terdapat peningkatan jumlah pengajuan izin berusaha sebelum Online Single Submision 

(OSS) di terbitkan yaitu:  
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Tabel 1.1 Jumlah Penerbitan Izin Usaha Tahun 2014  2018  
 

No.  Tahun  Jumlah  

1  2014  158  

2  2015  152  

3  2016  200  

4  2017  153  

5  2018  92  

 TOTAL  755  

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir  

  
Pada tabel diatas terdapat jumlah perizinan usaha yang terjadi sebelum diterbitkannya 

OSS pada tahun 2014 - 2018 sebanyak 755 izin usaha. Pada tahun 2014 diketahui berjumlah 

158 izin, kemudian pada tahun 2015 terdapat 152 izin, danmengalami peningkatan pesat 

pada tahun 2016 yaitu sebanyak 200 izin usaha. Kemudian pada tahun 2017 izin usaha 

diketahui berjumlah 153 izin, dan mengalami penurunan pengajuan izin pada tahun 2018 

yang diakibatkan oleh penerapan baru sistem OSS.  

Penurunan izin terjadi karena masih banyak adaptasi yang harus dilakukan oleh Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir, hal utama yang 

terjadi karena masih banyak masyarakat Kabupaten Ogan Ilir yang belum tahu informasi 

tentang OSS, kemudian belum mengenal lebih dalam tentang Network, dan juga diakibatkan 

oleh faktor lanjut usia.  

Tabel 1.2  Jumlah Penerbitan Izin Usaha Tahun 2019-2021 

 
No.  Tahun  Jumlah  

1.  2019  67  

2.  2020  470  

3.  2021  572  

 TOTAL  1109  

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir  
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Pada tabel diatas dinyatakan bahwa ketika sudah diterbitkannya OSS pada tahun 2018 

maka jumlah penerbitan izin usaha berangsur-angsur meningkat. Terlihat total keseluruhan 

jumlah izin usaha hingga tahun 2021 sebanyak 1.109 izin. Pada tahun 2019 jumlah 

pengajuan izin sebanyak 67 izin saja dikarenakan masih proses adaptasi terhadap sistem OSS 

yang berlaku. 

 Pada tahun 2019 diterbitkannya kebijakan dalam pergantian versi OSS dari versi 1.0 

menjadi OSS versi 1.1. Hal ini juga yang mengakibatkan izin masih sulit untuk diterbitkan. 

Kemudian pada tahun 2020 jumlah izin usaha meningkat menjadi 470 izin dan semakin 

meningkat lagi pada tahun 2021 yaitu sebanyak 572 izin usaha yang telah diterbitkan. 

Pembuatan izin secara berangsur-angsur meningkat hal ini dapat terlihat ketika sistem 

perizinan sebelum menggunakan OSS dan setelah diterbitkannya OSS.  

Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) yang dirancang dalam hal 

penyederhanaan perizinan berusaha belum sepenuhnya di implementasikan dengan baik oleh 

(DPMPTSP) Kabupaten Ogan Ilir. Masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan 

dan dilengkapi, sehingga tentunya dibutuhkan upaya-upaya nyata oleh DPMPTSP 

Kabupaten Ogan Ilir untuk mewujudkannya.  

B. Rumusan Masalah  
  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

Online Single Submission (OSS) di 

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ogan 

Ilir?  

C. Tujuan Penelitian  
  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan sistem 

Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ogan Ilir.   
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D. Manfaat Penelitian  
  

1) Manfaat Teoritis  
  

Secara teoritis, Penemuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan, masukan dan menambah kajian yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

administrasi publik khususnya bagaimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan ilir dalam implementasi Online Single Submission  

(OSS).  

2) Manfaat Praktis  
  

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap 

pihak-pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Ogan Ilir dalam menggunakan sistem Online Single Submission (OSS). 
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